BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pergeseran paradigma pembangunan yang terjadi selama ini
merupakan refleksi adanya pemikiran-pemikiran baru tentang diskusi
pembangunan. Pengalaman empiris mengenai aspek human capital dalam
pembangunan telah menunjukkan bahwa sumber daya manusia selama ini
cukup “ferabaikan”. Hasil pemikiran tersebut memperlihatkan bahwa manusia
belum berperan pada fokus pembangunan. Ironisnya, diskusi terhadap
barbagai fenomena. keterlambatan pembangunan yang memunculkan
ketimpangan bahkan kemiskinan tidak difokuskan pada aspek kualitas
manusia sebagai aktor dan alat pembangunan itu_ sendiri, melainkan hanya
fokus pada aspek mekanis dali sumber daya hayati'.

.Tugas yang paling utama dan harus dijawab oleh program
pembangunan adalah bagaimana v memajukan masyarakatnya. Untuk
mewujgdkan jawaban ' tersebut maka diperlukan adanya pemikiran baru
tentang pergeseran pola konseptualisasi pembangunan agar mengarah kepada
terwujudnya kemajuan masyarakat. Pada tahun 70-an telah muncul paradigma
pertumbuhan (growth paradigm) yang didasarkan pada argumentasi bahwa
tingginya tingkat kesejahteraan masyarakat secara ekonomis menunjukkan

adanya tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Hal ini menyebabkan

! Putu Oka, Ngakan, et al., 2004, Ketergantungan, Persepsi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap
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munculnya idealisme yang mengasumsikan bahwa tingkat keberhasilan
pembangunan dapat diukur dari prespektif laju pertumbuhan ekonomi yang
tinggi.

Seiring dengan semaraknya diskusi mengenai berbagai tuntutan
terhadap masyarakat dan upaya pemantapan pertumbuhan ekonomi, muncul
gagasan baru yang pada hakikatnya merupakan pemikiran kritis mengenai
hakekat pembangunan. Idealisme tersebut ditujukan untuk mempertanyakan
sasaran dari pelaksanaan pembangunan. Pemikiran tersebut yang kemudian
memberikan solusi bahwa implementasi pembangunan tersebut hanya untuk
manusia. Dengan kata lain, paradigma ini menjelaskan bahwa pembangunan
akaﬁ dikatakan berhasil jika pembangunan tersebut mampu meningkatkan
kualitas kehidupan masyarakatnya.

Berbagai upaya pembangunan telah dilaksanakan di Indonesia sampai
dengan saat-ini. Salah satu sektor yang sedang giat dilaksanakan di b;_:rbagai
daerah ini adalah pembangunan perumahan. Perumahan merupakan salah satu
dari kebutuhan pokok masyarakat yang paling esensial. Pendirian bangunan
dalam berbagai bentuk seperti halnya tempat tinggal, ruang usaha, ataupun
untuk keperluan lainnya di suatu daerah tentunya harus memperhatikan segi-
segi ketertiban dan estetika yang terdapat pada daerah tersebut. Terkait dengan
masalah mendirikan bangunan, dituntut peranan pemerintah daerah untuk

lebih aktif dalanr mengelola pembangunan tersebut. Selain itu juga diperlukan
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Pembangunan dalam berbagai bentuk harus dikendalikan dengan tegas
oleh pemerintah daerah dengan mengeluarkan Peraturan-peraturan Daerah
(Perda) yang bersangkutan. Salah satu pengendalian pembangunan ini adalah
dengan adanya jalur perizinan yang harus dilewati oleh pihak yang akan
mendirikan bangunan. perizinan dalam pendirian bangunan sangat penting
bagi Pemerintah Daerah dalam merencanakan pembangunan dan pengendalian
pembangunan. Selain itu, izin tersebut juga sangat penting bagi pemilik
bangunan itu sendiri, agar pembangunan yang dilakukannya mempunyai
pengesahan dari pemerintah dan pelaksanaannya akan mempunyai kekuatan
hukum.

Terkait dengan masalah pembangunan perlu disadari bahwa masih
terjadi berbagai permasalahan terkait dengan pembangunan di berbagail
daerah. Pembangunan memang memberikan dampak positif terhadap
kemajuan masyarakat. Namun demikian, secara umum diketahui pula bahwa
di balik hasil pembangunan fisik yang menunjang kesejahteraan masyarakat,
tidaic sedikit pula dampak pembangunan yang dirasa merugikan kehidupan
fisik dan pstkis masyarakatz. Hal' inilah yang harus menjadi perhatian bagi
pemerintah dalam memberikan pengaturan dan melaksanakan pengawasan
pembangunan.

Salah satu faktor penting yang harus menjadi perhatian pemerintah
dalam melaksanakan- pengaturan dan pengawasan pembangunan adalah

keterbatasan lahan. Berbagai daerah di Indonesia mengalami keterbatasan




lahan dalam melaksanakan pembangunan. Jumlah penduduk yang terus
mengalami peningkatan serta belum tertibnya pelaksanaan tata ruang kota
menyebabkan keterbatasan lahan semakin menjadi permasalahan.

" Peningkatan jumlah penduduk yang cukup signifikan juga terjad: di
Kabupaten Bantul sebagai bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta.
Peningkatan jumlah penduduk tentunya berbanding lurus dengan peningkatan
kebutuhan akan perumahan. Akan tetapi, hal ini menuai permasalahan karena
adanya keterbatasan lahan. Keterbatasan lahan di Kabupaten Bantul serta
belum tercukupinya kebutuhan rumah sebagai kebutuhan pokok bagi sebagian
penduduk Bantul dikhawatirkan membuat daerah ini menjadi tidak ramah
untuk tempat tinggal bagi masyarakat. Hal inilah yang kemudian menjadi
peluang bagi para pelaku bisnis di bidang properti utuk menyediakan
kebutnhan masyarakat akan perumahan. Dalam beberapa tahun terakhir,
Kabupaten Bantul menjadi arah ekspansi besar-besaran para pelaku bisnis
perumahan di Daerah Istimewa. Lahan yang masih cukup luas, didukung
dengan harga tanah yang masih cukup terjangkau, menjadi daya tarik terbesar
bagi para pengembang untuk melebarkah sayap usahanya.

Tingginya pertumbuhan perumahan di Kabupaten Bantul tentunya
menuntut adanya peruaturan-peraturan terhadap pembangunan perumahan.
Salah satu wujud dari regulasi terhadap . pembangunan perumahan di
Kabupaten Bantul adalah ditetapkannya Peraturan Peraturan Daerah

Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan
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perumahan di Kabupaten Bantul, yang memerlukan adanya tata cara
pembangunan perumahan yang terpadu. Tata cara pembangunan perumahan
diperflukan untuk mewujudkan pembangunan perumahan, yang layak, sehat,
aman, serasi, dan teratur. Peraturan tersebut terdiri dari 14 Bab dari ketentuan
umum sampal dengan penutup. Peraturan tersebut dibuat terkait dengan
adanya permasalahan perumahan yang memiliki kompleksitas yang sangat
tinggi, bukan semata-mata aspek fisik membangun rumabh, tetapi terkait sektor
yvang amat luas dalam pengadaannya, seperti pertanaban, industri bahan
bangunan, linglungan hidup dan aspek sosial ekonomi budaya masyarakat,
dalam upaya membangun aspek-aspek kehidupan masyarakat yang harmonis.
Oleh karena jtu, pembangunan perumahan secara keseluruhan tidak dapat
dilepaskan dari kegiatan pembangunan dalam membangun kehidﬁ?an
masyarakat yang efisien dan produktif.

Mglihat pertumbuhan pembangunan perumahan di Kabupaten Bantul
yang meningkat tajam, Pemerintah Kabupaten Bantul secara khusus telah
melakukan upaya pengaturan pertumbuhan perumahan. Upaya ini antara lain
dilakukan melalui penerapan ketentuan perijinan. Ketentuan perizinan tersebut
tentunya wajib dipenuhi oleh seluruh pengembang perumahan yang ingin
melakukan pembangunan perumaban di Kabupaten Bantl. Tujuan dar
berbagai perijinan yang diterapkan adalah untuk melindungi pengembang dan
konsumen, serta untuk menciptakan iklim perumahan yang sehat dan legal.

Ketentuan tersebut disusun dalam suatu bentuk pedoman pembangunan
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mewujudkan pembangunan perumahan yang layak, sehat, aman, serasi dan
teratur.

Perencanaan pembangunan perumahan diarahkan pada upaya
penyelarasan déan sinergitas pelaksanaan pembangunan sesuai dengan visi dan
misi yang menjadi tujuan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat
yang di cita-citakan. Kebijakan perencanaan pembangunan diarahkan untuk
meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah sebagai acuan dalam
pelaksanaan program pembangunan. Kebijakan pembangunan perumahan di
Kabupaten Bantul memuat berbagai ketentuan. Ketentuan tersebut antara lain
mengurangi kawasan kumuh perkotaan dan mengurangi jumlah rumah tidak
layak huni. Selain itu, pemerintah juga mendukung pembangunan rumah sehat
sederhana yang terjangkau bagi masyarakat "Y‘gmtama masyarakat
berpenghasilan rendah dan kurang mampu.

Dalam implementasinya, perencanaan pembangunan perumahan di
Kabupaten Bantul telah mengacu pada peraturan perundang-undangan.
Adanya perubahan peraturan perundangan tentang perencanaan secara krusial
mengubah rencana kerja pemerintah daerah menjadi rencana pt?mbangunan
daerah. Dengan perubahan tersebut, diharapkan pembangunan tidak lagi di
dominasi oleh peran pemerintah akan tetapi merupakan sinergl antar
permerintah, swasta, dan masyarakat.

Dengan adanya perencanaan pemba}lgunan, pengembang diharuskan

melakukan serangkaian tahap kegiatan dalam memperluas ekspansinya di
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IMB. Hal ini diatur berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002
Jo Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 tentang Izin Mendirikan
Bangunan dan Keputusan Bupati Bantul Nomor 434 Tahun 2002 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 7 Tahun 2002. Adapun ketentuan teknis
pengaturan perumahan dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri
Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 534/KPTS/M/2001 tentang
Pedoman Penentuan SPM Bidang Perumahan Permukiman yang selanjutnya
untuk Kabupaten Bantul dituangkan pada Keputusan Bupati nomor 13 tahun
2009 Jo Peraturan Bupati (Perbub) Nomor 55/A Tahun 2009 tentang
Penyelenggaraan Perumahan.

Perbub mengenai pembangunan perumahan tersebuit memuat beberapa
pokok, diantaranya setiap pél}gembang ‘perumahan yang mendirikan
perumahan di Kabupaten Bantul berkewajiban menyediakan fasilitas umum
dan fasilitas sosial dengan luasan dan macam fasilitas berdasarkan ];ada luasan
lahan, jumlah rumah, serta tipe rumah. P¢milihan lokasi perumahan harus
sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang berlaku, dan harus mempunyat a-k;es
dengan jaringan jalan utama kota/jalan umunn, yaitu suatu jalan dengan lebar
yang cukup sebagai jalan penghubung yang menghubungkan antara komplek
perumahan dengan jalan umum yang ada.

Rumah yang boleh dibangun dengan luasan bangunan untuk rumah
layak huni minimal tipe 36, dapat seluas 27 m? 'sebagai gaya pemula yang

dapat dikembangkan lebih lanjut sebagai rumah layak huni. Adapun Ko efisien
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kawasan yang belum memiliki rencana tata ruang ditentukan maksimal 50 %.
Dengan demikian, luas tanah minimal untuk kapling perumahan adalah 72 m?.

Setiap perwmahan harus disediakan jalan dengan panjang dan lebar
jalan yang memadai dengan lebar untuk jalan lingkungan pembagi minimal 4
meter, serta harus dibuat jalan utama sebagai akses masuk yang
menghubungkan antara komplek perumahan dengan jalan umum.
Direkomendasikan pula pada setiap ruas Jalan dalam komplek perumahan
harus dibangun sistem drainase yang memadai sehingga tidak menimbulkan
genangan banjir pada kawasan perumahan maupun kawasan di sekitamya.
Drainase tersebut harus disalurkan ke saluran pembuang terdekat/sungai.
Seluruh pengembang juga dihamskén menyediakan pemakaman baik berupa
area pemak‘i%man baru atau dengan perluasan makam terdekat yang ada dengan
persetujuan pemerintah setempat. Dengan demikian, diharapkan Bantul dapat
menjadi kawasan perumahan yang asri tanpﬁ meninggalkan identitas daerah
yang berhati nyaman. ,

PT. Cipta Satiti merupakan salah satu perusahaan yang menjadi
penyelenggara pembz'mgunan proyek perumahan di Kabupaten Bantul
Yogyakarta. Perumahan tersebut adalah Perumahan Griya Piyungan Asri di
Dusun Wanujoyo, Desa Srimartan, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul,
Daerah Istimewa Yogyszkarta. Pembangunan perumahan ini dimaksudkan
untuk memenuhi sebagian kebutuban masyarakat akan rumah yang layak hubi
_ dengan harga terjangkau oleh segala lapisan masyarakat, sehingga dapat

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.




Dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan, PT. Cipta Satiti
tentunya melakukan pengurusan izin pembangunan perumahan. Namun
demikian, belum diketabui pelaksanaan pengurusan izin pembangunan
perumahan yang dilaksanakan oleh PT. Cip;ra Satiti. Selain itu, juga belum
diketahui adanya kendala atau pelanggaran yang terjadi dalam proses
pengurusan izin pembangunan perumahan tersebut. Oleh karena itn, perlu
adanya suatu penelitian empiris guna mengetahui faktor-faktor tersebut.
Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian terkait pelaksanaan perizinan pembangunan perumahan di
Kabupaten Bantul, khususnya yang dilaksanakan oleh PT. Cipta Satiti.

B. Perumusan Masalah

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut.

1. éagaimanakah pelaksanaan proses perizinan pcmbangugan perumahan
oleh PT. Cipta Satiti di Kabupaten Bantul?

2. Apakah i{cndala pelaksanaan pemberian izin pembangunan perumaban
oleh PT. Cipta Satiti di Kabupaten Bantul?

3. Bagaimanakah bentuk-bentuk  pelanggaran dalam  pelaksanaan
pembangunan perumahan oleh PT. Cipta Satiti di Kabupaten Bantui?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dikaji dalam penglitian i, maka
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1. Untuk mengetahui pelaksanaan proses perizinan pembangunan perumahan
oleh PT. Cipta Satiti di Kabupaten Bantul.

2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan pemberian izin
pembangunan perumahan oleh PT. Cipta Satiti di Kabupaten Bantul.

3. Untuk mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi dalam
pelaksanaan pembangunan perumahan oleh PT. Cipta Satiti di Kabupaten
Bantul.

D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagaimana
berikut.

1. Manfaat Teoritis -,

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi
perkembanéan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang
pertanahan/agraria yang menyangkut_ dalam hal pemberian izin mendirian
bangunan perumahan dan tata ruang kota.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat membeiikan
kontribusi:

a. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan dalam -

melaksanaan pekerjaan sebagai pejabat yang ditunjuk oleh undang-
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pembangunan perumahan serta penataan kota yang disesuaikan dengan
tata ruang yang telah diatur dengan undang-undang.
. Bagi PT. Cipta Satiti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna penelitian ini
dapat berguna bagi para oleh PT. Cipta Satiti, sebagai bahan
pertimbangan dalam pembuatan akta-akta serta administrasi
pertanahan dalam rangka kepentingan urusan izin pembangunan
perumahan dan tata ruang.
Bagi Masyarakat

Hasil. penelitian ini diharapkan dapat membuka cakrawala

berpikir dalam menghadapi perpmasalahan hukum yang berkaitan
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